
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 
NOMOR 57 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERW AKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengin gat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 
a . bahwa Peraturan Bupati Jorn bang Nomor 51 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu m engatur Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Jombang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksan aan Pera turan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Ka bupaten Jombang dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka n 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5650); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2017 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 6/E); 
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15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahu n 20 17 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabu paten Jombang 
Nomor 6 Tahu n 2017 ten tang Hak Keu angan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Serita Daerah 
Kabu paten Jombang Tahun 2017 Nomor 51/E). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 51 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang diubah yaitu 
ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah 
sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 11 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi Ketua DPRD, dan kendaraan dinas 
jabatan bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD, 
Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, diberikan 
tunjangan perumahan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas 

juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan; 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.000.000,- (empat 

belas juta rupiah) setiap bulan; dan 
c . Anggota DPRD sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta 

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. 
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, diberikan tunjangan 
transportasi sebesar Rp. 8.4 70.000,- (delapan juta empat 
ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan. 

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan terhitung sejak tanggal 4 September 2017. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan ggal 2 Januari 
20 18. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 22 ber 20 17 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 22 Desember 20 17 

BUPATI JOMBANG, 

--~ -~-fl. -
NYONOSUHARLIWIHANDOKO 

BUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 57 /E 
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